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Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Elextra Law berkedudukan di

baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Majelis Pemeriksa yang terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon,
pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis
Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun
dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan
menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kotawaringin Timur dalam perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXII1/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur
Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos., sebagai
berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili
perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sebagaimana
dimaksud UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai
UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) Juncto Putusan MK
Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut :

a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menyatakan :

- “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta
Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan”. (ayat (1)

- “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan
penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon terpilih’. (ayat (2)
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b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Juncto Putusan MK Nomor
85/PUU-XX/2022, berbunyi dan dimaknai sebagaimana
berikut : “perkara perselisihan penetapan perolehan
suara tahap akhir _hasil Pemilihan diperiksa dan diadili
oleh Mahkamah Konstitusi”

c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menyatakan : “peserta pemilihan dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusr’.

2. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2024, menyatakan: “Objek dalam perkara perselisihan hasil
Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenali penetapan
perolehan suara hasil _pemilihan yang dapat mempengaruhi
penetapan calon terpilih”.

3. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, Tanggal
05 Desember 2024 (vide Bukti T-1), namun ternyata materi dalil-
dalil posita yang disampaikan bukan berkenaan _dengan
perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, melainkan
hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan
institusi/lembaga pemilu yang lain.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar
kewenangannya yaitu berkenaan dengan “perselisihan penetapan
perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan’, dan Mahkamah
berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian
dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini :

- “.. telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam
hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang
kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana
halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya
masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif
kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan
Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU
10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan
penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan
sesual dengan tingkatannya masingmasing (vide Pasal 22B,
Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa
penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya
merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata
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usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU
10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan
penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu
Provinsi  dan/atau  Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian,
Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta
(v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan
kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang
untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan jtu diberikan
kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).
(Halaman 185-186).

- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk
memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui
kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3)
UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan
hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain,
secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas
kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang
diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa
menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi
lainnya. Dengan demikian, Mahkamabh tidak sependapat dengan
dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih
menegakkan keadilan substantif lalu hendak “‘memaksa”
Mahkamah  melanggar dan  mengabaikan  batas-batas
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-
Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk
melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden
buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan
datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian
perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya
Juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya
demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh
Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku
universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional
democratic state). (Halaman 188-189).

5. Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 51 angka 3, meminta
untuk mendiskualifikasi pasangan kepesertaan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1
atas nama Halikinnor., SH., dan Irawati, S.Pd, dimana permintaan
itu patutlah berkaitan dan dimaknai permintaan membatalkan Surat
Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun
2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22
September 2024 Juncto Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan
Timur 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin
Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (vide Bukti T-2,
vide Bukti T-3), yang mana jelas hal tersebut bertentangan dengan
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kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal
2, PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
sehingga dengan segala kerendahan hati patutlah Termohon
bermohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan
Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan
Pemohon.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili di luar
kewenangannya yaitu berkenaan dengan “perselisihan penetapan
perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”. Sementara itu
pemohon mendalilkan adanya : 1) pelanggaran prosedur pemilihan
dan penghitungan pemilihan calon bupati dan wakil bupati
Kotawaringin Timur Tahun 2024, 2) penggunaan program
pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk
pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor,
SH., MM dan Irawati, S.Pd., 3) penggunaan fasilitas jabatan sebagai
bupati kotawaringin timur oleh pasangan calon nomor urut 1 atas
nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd untuk pemenangan,
4) pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota
BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon
nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd.,
5) politik uang/money politik oleh pasangan calon bupati dan wakil
bupati Kotawaringin Timur dengan nomor urut 1 ata nama H.
Halikinnor, SH., MM dan [rawati, S.Pd., dengan
melibatkan/mengikutsertakan  pejabat pemerintahan  daerah
Kotawaringin Timur;

Dimana dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatas yaitu mengadili
perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan
sehingga patut dan beralasan hukum bila permohon pemohon
dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut di atas,
bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk
menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga patut
dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Cqg. Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Yang Mengadili Perkara untuk menyatakan Mahkamah
Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili
perkara a quo.

8. Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut
diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon
kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024
dalam Perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXIIl/2025 yang
dimohonkan Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal
standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin
Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor : 166/PHPU.BUP-XXI11/2025
yang dimohonkan Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan
sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menyatakan: “Perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan
dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’.

2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menyatakan: “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan
ketentuan :

a. kabupaten/kota dengan jumilah penduduk sampai dengan
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan
perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling
banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima
ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara
dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar
1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000
(lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,
pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total
suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU
Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000
(satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara
dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5%
(nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan
suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
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Di mana jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah
sebesar 443.033 jiwa sebagaimana Surat Dinas KPU RI No.
2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data
Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 (vide Bukti T-4)
(berbeda dengan dalil Pemohon sebesar 436.079 jiwa), sehingga
berlaku Pasal 158 ayat (2) huruf b yaitu selisih paling banyak
sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah,
sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Penduduk Ambang Batas Yang Berlaku di
Pengajuan Kabupaten
Permohonan Kotawaringin Timur
Berdasarkan
Penetapan Suara
Akhir
250.000 2%
250.000 - 500.000 1,5% 1,5 %
500.000 — 1.000.000 1% (satu koma lima
> 1.000.000 0,5 % persen) \
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh
Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon,
sebagai berikut:
No. Urut Nama Pasangan Calon Perolehan
Suara
1. H. Halikinnor, S.H. dan Irawati, S.Pd. 79.210
2. Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. 70.778
S8 Muhammad Rudini Darwan Ali dan 50.061
Paisal Damarsing, S.P.
Total Suara Sah 200.049
4. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, didapatkan total
suara sebesar 200.049 (dua ratus empat puluh sembilan ribu)
total suara sah, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar 1,5 %
(satu koma lima persen) atau sebesar 3.001 (tiga ribu satu)
suara, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan
yang meraih suara terbanyak adalah sebesar 8.432 suara (79.210-
70.778) sebagaimana tabel di bawah ini :

No. Nama Pasangan Perolehan Selisih Ket.
Urut Calon Suara
1. | Nomor 1
H. Halikinnor, S.H. - | 79.210 8.432 suara Ambang
Irawati, S.Pd. ATAU Batas
4,21 % 1.5%
2. | Nomor 2 (empat koma ATAU
Sanidin, S.Ag. -|70.778 dua satu 3.001
Siyono, S.Sos. persen) suara
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5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan karena selisih suara antara Pemohon
dengan suara terbanyak sebesar 8.432 suara atau setara
dengan 4,21 % (empat koma dua satu persen), sementara yang
diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b adalah sebesar
1,5 % atau setara dengan 3.001 suara.

6. Bahwa mengenai ambang batas selisih perbedaan antara Pemohon
dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang diperkenankan
untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan
hasil suara ke Mahkamah Konstitusi maka diketahui Mahkamah
Konstitusi konsisten untuk menolak permohonan yang diajukan
diatas ambang batas yang diizinkan oleh Pasal 158 UU Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yurisprudensi putusan
berikut ini :

a. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Tasikmalaya)

- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 308.259 suara,
sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon
peraih suara terbanyak) adalah 315.332 suara, sehingga
perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak
Terkait adalah (315.332 suara — 308.259 suara) = 7.073 suara
(0,73%) atau lebih dari 4.795 suara;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon
tidak memenuhi  ketentuan pengajuan  permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU
10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan
demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah
beralasan menurut hukum;

b. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Nias Selatan)

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan
Semester | Tahun 2020 yang disusun oleh Direkorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di
Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 366.854 (tiga ratus
enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa,
sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling
banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan
suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/
Kabupaten/Kota;

- Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling
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banyak 1,5% x 126.277 suara (total suara sah) = 1.894 suara.
Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan
permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah 1.894
suara.

- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara,
sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon
peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga
perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak
Terkait adalah (72.258 suara — 54.019 suara) = 18.239 suara
(14,4%), sehingga lebih dari 1.894 suara.

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias
Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi
ketentuan berkaitan dengan kedudukan huhum untuk
mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan
eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

c. Putusan Mahkamah Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 -

(Kabupaten Sorong Selatan), dengan pertimbangan :

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan
pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak
2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari
38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal
tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara,
sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon
peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga
perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan
Pemohon adalah 7.267 suara (19,00%). Dengan demikian
selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara
terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana
dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU
10/2016.

- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil
pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan
ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah
tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian
berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2)
huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi
ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan
melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap
selanjutnya.
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d. Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 -

Kabupaten Sorong Selatan, dengan pertimbangan :

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan
pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak
2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari
38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal
tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara,
sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon
peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga
perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan
Pemohon adalah 16.815 suara (46,75%). Dengan demikian
selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara
terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana
dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU
10/2016.

- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil
pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan
ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah
tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian
berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2)
huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi
ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan
melanjutkan pemeriksaan perkara a Qquo ke tahap
selanjutnya.

e. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 -
Kabupaten Bandung dengan pertimbangan :

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan
pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak
0,5% x 1.657.795 suara (total suara sah) = 8.289 suara.
Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan
permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah
8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah
511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait
(pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602
suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara — 511.413 suara) =
417.189 suara (25.16%) sehingga lebih dari 8.289 suara.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak
memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a
quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak
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Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum adalah beralasan menurut hukum.

f. Putusan Mahkamah Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 -

Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan :

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan
Semester | Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah
penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa,
sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat
mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah
paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh
Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan (2)
Pasal 158 ayat huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara
antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara
terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 230.436 (total suara
sah) = 3.457suara,

- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 57.788 suara,
sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon
peraih suara terbanyak) adalah 93.196 suara, sehingga
selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait
adalah (93.196 suara - 57.788 suara) = 35.408 suara
(15,37%) atau lebih dari 3.457 suara sehingga melebihi
persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158
ayat (2) huruf b UU 10/2016;

- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai
pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan
ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah
tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian
berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2)
huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak
mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi
ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna
melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap
selanjutnya.

g. Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 -

Kabupaten Manggarai Barat dengan pertimbangan :

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan
Semester | Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di
Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga
perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan
pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat
mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati
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dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling
banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan
suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan
Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara
Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak
adalah paling banyak 1,5% x 135.521 suara (total suara sah)
= 2.033 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten
Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/6315/KPU-
Kab/Xll/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan suara
Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara
Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak)
adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara
Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) atau
lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2)
huruf b UU 10/2016.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai
pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan
ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak
memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap
keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 a quo.
Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang
diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan
untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU
10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan
persidangan lanjutan.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana
tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon
memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian
perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dalam Perkara
Nomor : 166/PHPU.BUP-XXI11/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

7. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota didesain
sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai
pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk
menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang
dimaksud, sebagaimana berikut :

a. Untuk pelanggaran kode etik, kewenangannya diproses oleh
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
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b. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan, kewenangannya
diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.

c. Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, kewenangannya
diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI.

d. Sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar peserta
dengan penyelenggara pemilihan, kewenangannya diselesaikan
oleh Badan Pengawas Pemilu.

e. untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangannya
diselesaikan oleh Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang
terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan
sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

f. Pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan
masif merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu.

g. Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir merupakan
kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa sengketa atau pelanggaran yang merupakan kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili
secara limitatif dibatasi oleh Undang-Undang yaitu hanya pada
sengketa “perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir”,
sementara untuk persoalan lain prosesnya diselesaikan lembaga
lain yaitu :

a. Dugaan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 136 Jo. Pasal
137 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
menyatakan :

1) “Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah
pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang
berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan”. (Pasal
136)

2) “Pelanggaran kode etik penyelenggara  Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh
DKPP’. (Pasal 137 ayat (1)

b. Dugaan sengketa administrasi pemilihan diatur dalam Pasal 138
Jo. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota yang menyatakan :

1) “Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran
terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”.
(Pasal 138)

2) “Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota
membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran
administrasi Pemilihan”. (Pasal 139 ayat (1)
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c. Dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan, Pasal 153 ayat
(1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang
berbunyi :

1) “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota dengan KPU  Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”. (Pasal 153
ayat (1) ayat (2)

2) ‘“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha
Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha
Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(Pasal 153 ayat (2)

d. Dugaan sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar
peserta dengan penyelenggara pemilihan, diatur dalam Pasal
142 Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota, menyatakan:

1) “Sengketa pemilihan terdiri atas : a sengketa antarpeserta
Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan
Penyelenggara Pemilihan”.

2) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142"

e. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana
amanat Pasal 145 Jo. Pasal 147 ayat (1) Jo. Pasal 148 ayat (1)
UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

1) “Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau
kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini". (Pasal 145)

2) “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". (Pasal 147 (1)

3) “Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari
setelah pelimpahan berkas perkara”. (Pasal 148 ayat (1)

f. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur,
sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu
sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat
(1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1
angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
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Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara

Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :

1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
Pemilih”. (Pasal 73 ayat (1)

2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1)

3) “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi
secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1)

4) “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus
pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2)

5) “Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara
Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut
Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan @ TSM  adalah
pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan
dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk
memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih
yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka
8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun
2020)

6) “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. (Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)

g. Dugaan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 156 Jo.
Pasal 157 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
sebagaimana berikut:

1) “Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta
Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan”. (Pasal 156 ayat (1)

2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan
penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran
berikutnya atau penetapan calon terpilih”. (Pasal 156
ayat (2)

3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah
Konstitusi”. (Pasal 157 ayat (3)

4) “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perkara
Nomor - 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Sanidin, S.Ag.
dan Siyono, S.Sos Tahun 2024 Nomor Urut 2




oclehi KRPU Provinst dan KPU Kabu

;

den/Kota  kepada
Mahkamah Konstitusi” (Pasal 157 ayat (4)

“Peserta Pamithar mengajukan  permohonan  kepada
Mahkamah Konstitusi sebagair UELE dimaksud pada ayal
(4) paling laina 5 x 24 (figa kall dua pului empat) jam sejax
dinmumian penelapan perolehan suara haslii Pemilihan aleh
KPU Provinsi dan KP U Kabupaten/Kota”" (Fasal 157 ayat (5)

2

A

Bahwa 4 dar 5 dall Pemohon  adalah perbuatan vang proses
pe rlu/P“-‘bJIdrh”.j berada dalam kewehangan lem bt_g.jfzfnlw:s!i;L,ls;
lain yaitu sebagaimana bmlkm :

a.  Pehgguhaan  prog pamerintah dasrah Kabupaten
Kotawaringin Timur uniuk pemenangan pasangan calon

wimar urtt 1 atas nama H. Halikinnor, SHL MM dan lrawati,
Fd., merupakan kewwmnga%'} dari Bawasiu urduk meniai
m. tersebut, diluar cenangan dan Mahkamah Konstitust,
sehing hal ips tidak heralasan menurst hokam.
(halaman 21 s.d. &

D, Pengdunaan !’a@;i% atan sebagat Bupali Kntawaringin
Tir‘mt oleh pasar calon nomor urut 1 atas nama H.
Halikinnor, SH., MM dan frawati, 5.Pd untuk pemenangan,
metupakan kewenangan darl Saw"’h: untuk menitai hal
tersebut, ditluar kewenangan dari Mahkamah Konstiusi,
sehingga hal terssbut tidak beralasan menurut hukum,
{halaman 32 s.d. 34)

o Fangerahan aparatur daeran dan ASN serta kepain desa,
ahggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untux pemesr
pasangarn calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH.,

-MM dan lrawat, S.Pd. merupakan kt-:v\.«'e;mngan dari

Bawasiu untuk me“—‘ﬂilaé hal tersebut, diluar kewenangan dan

Mankamah Konstitusi, sehingga hal tersebui tidak beralasan

menurut hukum, ““d,am:an 34 =.d. 38)

Politik uang/money nolitik oler pasangarn calon bupati dan

wakil '}upatl Kot avanmu Timur dengan

nama H. Halikinnor, SH., MM dan i"wa
maihatkan/mengikutsertakan pejabat pemerintah; :

Kotawaringin Ti rwbt. merupakan kewenangan dar Baws .Osu

untuk menilal hal rersabut. Dalam hatl ada maney politk yang

bersifat “,rétw»\ru sistematis dan massit merupakan
kewenangan Bawasiu Provinsi Kaiin’mman Tengah dan

Bawaslu RI, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi,

sehingga hal tersebut tidak berzlasan menurut hukum.

{halaman 38 s.0. 46)

£
L

=

4. Bahwa selama tahapanh penyelenggaraan pem l*r"mr’ Termohon
hidak pernah menerima rek rhﬁmml atau tembusan dar Bawasiu

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten '<r‘a1:w'arimw;; Timiy terkait
dengan dugaan pelanggaran admma strasi pemil

-

yang b@l%nm ier:
J;..iun tertentu.

struktur, sistematis dan massit
A m,uruh dalil Pemaobon
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diluar kewenangan dari Mahkamah Kenstitust Republik Indonesia
karena tidak ada kaitanhya dengan ",JerSﬂ.‘fohfm penetapan
perolehan suara tahap akiir nfacf! Pemilihar’ | sehingga patut dan
beralasan hukum pila Termohoh bermohon Kepada Yang Mulia
Majelis  Hakim  Mahkamah Km‘zgtx:ugi agar  menyatakan
perimohonan yang diajukan Pemohon kKabur dan tidak jelas
(obscuur fibel) karenanya patut dan beralasan hukum menolak
petimohenan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyalakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
\/IQIAI‘C—;CJILJ{}.

). Bahwa Pemohon mendalilkan: "karena pelanggaran-pelanggaran
tersebut maka basangan nomor vprut 1 dapat dikenai sanksi
pembatalan, uniuk sefanjuinya meminta kepada Mahkamah
Kon L‘z‘s‘tux‘f untuk memerintahkan KPU Kotawaringiny Timay i casu
Termohon uniuk menetapkan Pemohon sebagal pasangan calon
valarn Pemmharr Bupali dan Wakil Bupati Kolawaringin Timur
Tahun 2024 untuk mendiskualifikasi pasangan calon Noror Uruit
i atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan  lrawall,
5.Pd /penghitungan suara ulang dan/alav ,Jem ungulan suara
uiang dan/atau pemilthan ulang.” (halaman 50 s.d. 51}

D mana dalil Pemohon yang meminta pembatalan pasangan
calon,  merupakan sengketa adminisrasi pemidihan yang
wilayahnya adalah Bawaslu dilanjutkan sengketa Tata Usaha
Negara Pemilthan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayal ()
UU Pemilihar Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan
kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
sampai Mahkamah Agung RI, karena tidak ada kaitannya dengan
“perselisthan  penetapan pemlehan suvara lahap akhir  hasif
Feriithan”, sehingga patut dan beralasan hukurm bila Termohion
bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim  Mahkamah
Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon
kabur dan tdak jelas {(chscuur hbel) Karenanya patut dan
beralasan  hukum  menoiak  permchonan  Pemohon  untuk
selurunnya atau selidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak
dapat diterima (Miet Onivankelijk Verklazrd.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Ul Mahkamah Konstitusi, diketahui

syarat formil untuk mengajukan permohanan perselisihan yaitu :

“Dalam permohionan yang diafukan, permohon wajih menguraika:
gengan jelas tenfang:

3. Kesalahan hasi penghitungan suara yang ditimuimkan aloh
Komisi Pemifihan Umum dan hasil penghitungan yarig benar
rmenurut pemohon; dan

b, Permintaan aniuk membatalkan hasil penghitungan :
yang diumukan  aleh Komisi  Pemiihan  Umum  dan
menetapkan hasi penghitungan suara yang benar menurut
pemohor

Ty
i3
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RBahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan iMahkamah
Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang ¥ Beracara Dalam
Perkara Perselisihan  Hasil Pemilihan x:,umcmw.,g Bupali dan
Walikota, menyalakan  bahwa “,L)er.r*w sebagaimana

f.}'i!}’?c’z‘ruSU(z péjf@' 3 ayal ( / h“a"u’f &, af iesra !dii'! FY
a.  alasan-alasar Permohonan  [posila), 3 mearilial
penjelasarn mengenai esah,m;. hasil pengk ;*w;gw‘: SLars

vang ditetapkan oleh Termohan dan hastl penghitungan suara
“cjnr_; benar menuruf Pemohon; (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka
43

b hal-hai yang dimohonkan  (petitun ),_ memitatl antara lain
purrﬂfmaan untuk nemhatalkan penel: Stars

hasid  Pemilthan  vang dilelapkan m,,,h Termohon  dan
menetapkan hasil pe JQ';“‘}E{ ingan suara Yaing benar menurut
Femohon, |

ayat {3) huruf b angka 5}

8. Bahwa seluruh uraian postta dalam permohonan yang diajukan
Pemohon termasuk petitumnya, tidak ada uralan mengenal
berapa perolehan suara menurut penghitungan Pemohon dan
tidak ada perolehan suara menurut hitungan Termohon serta
tidak ada permintaan menetapkan hasil perhitungan suara yang
penar menurut Pemohon melainkan hanya meminta ps?mbata%an
atas pencalonan pasangan nomor urut 1. vang mana hal ity dilua
kewenangan dar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena
tidak ada kaitannva dengan “perselisiian penelapan ;_‘;hf:frwf)i“;aan
suara tahap akhir hasil Pemiliban”. sehingga patul Blass
hukum bila Termochion bermohon {@’}ndf; f@,,,i; A é‘mj‘_f‘;«m e
Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohornan yang diaiukan
Femohon kabur dan tidak (elas ( bscuur ibel) karenanya pam? dan
heralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapatl diterima
{Niet Oritvankelyjk Verklaard).

)

8. Bahwa dalam nefitumf"ya Pemohon meminta  membatatkan

sasangan calon nomor wrut 4 sehrgai calon Bupat dan Wakil Bupati
etitum angka 43, ser ho i Ay
kukan pemur 'rxt"m suara ulang (PSU) dis SEEDE
pemilinan Bupat dan Wakil Bupat Kabupalen Keotawaringin Timuy
tahun 2024, dimana dalam posia bdak dilemukan satupun dali
z'r‘;erag{anal alasan pembatalan dan lidak ada daill me ﬂqp wat alasar

(o
h

R

<etidaksesuaian anfara pos m dan r; tn m saf‘imf a patut dan
i,u., ratasan hukum Termohon bermohon Kepada Yang Mulia Majefis
Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permachonan v«mq
diajukan Pemphon kabur dan tdak jelas (obscuur ithel) Karenanya
patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemiohon o vt%u
selurshnya atay selidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak
dapat diterima {(Nia! Onbvankelijk Verkiaard).

{
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10, Bahwa berdasarkan dan dasar pengaturan sebagamana tersebut
diatas  dan segala Kerendahan hati, {temmohon  memohon
kebiaksanaan Yfam Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk  menyataka permohonan  dalam  Perkara  Nomor

166/PHPU BUD XX!!s,B’ 25 yvang dimohonkan Pemohon Tidak Jelas

atau Kabur sehingga oleh karenanya harus dinyalakan tdak dapat
ditenma (Nret Ontvankelik Verklaard).

. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PEROCLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON SUDAH
BENAR

Hahwa Termchon menolak seluruh dalil-dail yvang diaukan oleh
ikui kebenarannya.

Pemochon, kecuali yang Ternmohon secara tegas
Selanjuinya Termohon bermohon agar selureh uraian pada bagian
eksepsi tersebut di atas, mohon agar mutalls mutandis dianggap
termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pwuk
perkara ini

2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bu;‘qtt daﬂ Walkil Bupati
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 n berjalan secara
tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas b emsiu vang jujur, adil,
fangsung, umum bebas, dan rahasia. Ada tiga pasangan calon yana

nelakukan pendaftaran ke Termohon untuk mengikuti ;wn.n ihan

z‘(f pala Daerah Bupat Kotawaringin Timur Tehurn 2024 yaitue 1)

Pasangan Calon Bupati dan Waki! Bupati H. Halikinnor, S.H..

M.M. dan lrawati, 5.Pd. (nomeor 1}, Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sanidin, S.Ag., dan Siyono, 5.So0s. (nomor 2), dan

Pasangan Calon Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal

Damarsing, S.P. (nomor 3} sebagaimana tabel berikut: {(vide Bukti

T-2 dan vide Bukti T-3)

Nomor | Mama Pasangan Calon
Urut @ -
1 H. Halikinnor, S.H.. M.M. dan lrawati, S.Pd.
2 Sanidin, 5 Ag., dan Siyono. $.80s. o
3 \ Muhammad Rudini Darwan Al dan Paisal Damarsing,
| 5P
3. Bahwa setelah melalu serangkaian proses kampanye dan melewat!
hari tenang, pada tcmqqaf 27 November 2024, elah na.mmmamﬁ
pemungutan suara unfulkl pemifihan Bupat dan Waki Bupatl
Kabupaten Kotawaringin Timur,
4. Bahwa sejak pemungutar perolehan suara di tap THS, telah

didakukan penghitungan suara berjenjang mulal sejak TPS tanggal
27 November 2024, rekapitulasi di tingkat kecamatan  dan

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perkara
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rekapitulasi hasii aknir di tingkat Kabupaten yang dis
oleh  Termohon. Berdasarkan Benta Acara
Rekapitulasl Hasil Penghitungan Peralehan Sus
Kecamalan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bup:
{vide Bukti T-5) di dapatkan hasil sebagai berikut

nggarakan
farn Serlifikat
dari Setiap

Tahun 2024

i : ~Jumlah Peroiehan Suara
| 1 Nomor | Nomor Urut 3
? . Nomaor Urat 1 Urut2 | Muhammad
No. Kecamatan | H. Halikinnor, Sanidin, . Rudini Darwan
] ‘ S.H., MM, - S.Ag. - | Al - Paisal
i . lrawati, 3Pd. | Siyono, | Darmarsing,
‘ | 8.80s. | SP.

1 Kota Bes 4.802 2.610 2158
! o ?

2 | Cempaga ‘ 5015 3.224 3

3| Mentaya Huin 2.3498

i
4 | Parenggean j

5 Baamang o A1Be4 13440 |
- Mentawa Baru 1

6  Kelapang - 18834, 18024 9B17
‘ Meantaya Hilir 3 !

J,
N
~
=
RS
7
=
ps
@

¢ Ulara )
- Mentaya Hilir 1 ? |
8 Selatan | o h32

|
i
S E SR S e oo T f - oz - § oo
i
|
i

4 : 4,262 | 2,307

9 Pulag Hanawt 3185 3.030 1.625 ¢

e
=~
—
.
N
—
7
-
oo
3
i
o

Antang Kalang

; i

11 Teluk Sampit 3 2.301 2.085 1382 |

- B o R

| | ; |

; o | !

12 | 2164 2943 b2ah

4 FN ey s ey dyaeb . o | 744 [T e :
13 CempagaHulu 2754 1 1.791 5218

—
[yl
e
rJ

4 Telawang 4084 1329

| N . . - H PR -
15 Bukit Santuat 1.740 0 Gal o 1L

1

i |
i twalandHu o 1610 1058 1
17 Telaga Antang 5.098 | 2.554 2624

Jumiah . 78.2160 70778 50.081
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5. RBahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten
1 dssemenqgaraka” oleh Termohon, suara yang diperoieh
asing-masing-masing calon adalah sebagal berikut

“Nomor | Pasangan Calon - Perolehan
Wt o Suara
C 1. TH. Halikinnor, S.H., M.M. dan lrawati
| ) 15.Pd L 78.210

2 Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S Sos. !

2 Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal {

| Damarsing, 3P , ~ 50.081
Total | 200.049

D1 mana hasi! perolehan suara tersebut Kemudian dittangkan dalsm
Surat Keputusan KPU Ksbupaten Kotawaringin Timur Nomer 1428
Tahun 2024 lentang Penetapan Hasii Pemilinan Bupati dan Wakd
"lum‘ﬁ Kahupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, Tanggal 05
Desember 2024, (vide Bukti T-1).

B, Rc hwa dar awal tahapan Pemilihan sampai denganh tahapat
rekapitulast di tingkat kecamatan sampat dengan rekapitulasi akhir
di ursgkut Kabupalen Kotawatingin Timur berjalan dengan lancar.
KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tidak perab mut"v‘?ao;:xtkan
saran perbalkan dari Bawasiu Kabupaten K otawaringin Timur, tidak
nah dipanggl! sebaga Terlapor, Teradu P

j  Pilak Terkait datam
nal  Pela ﬂggcwau F\(‘h nistrasl madpun Pelanggaran  Pidana
Pemilitan.

B. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

4

. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemiiihan Gubemur, Bupati dan
Walikola menvatakan: “Persalisihan penetapan perolehan su ﬂm
biasit Pemihan scbaganmana  dimaksud pada ayal (1) adoalah
perselisihan penetapan perolehan suara yang aumf;k;m abfx
dapat mempengaruhi penefapain calon terpilib”

2. Babwa berdasarkan penetapan hasii akhir penghiiungan susra oleh
Termonon selisih antara suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2)
dengan suara Fasangan Nomor Urut 1, sebesar 8432 suara,

¥

dengan detail berikut :
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'Nomor | Nama Pasangan Calon ' Perolehan

Urut - Suara

H Halkinnor, S+, MM dan ifrawat, | 79210 |

 5.Pd.
2. Sanidin, 8Ag . dan Sivono, & Sos.

L o o 70778 i
- Muhammad Judini Darwan Al dan ‘
| |

| Faisal Damarsing, 5.8 ! 50.061

Y]

Total SuaraﬁiSuh . 200.049
Selisih No. 1 danNo.2 - 8.432

3. Bahwa berdasarkan data tolal suara sah hasil penghitungan suara
tahap akhir KPU Ke:s!;t,n::v;a?m Katawarmg&ry Timur, did i total
suara sebesar 200.049 (dua rafus nibu empal pulis bilany towal
suara sal, ,Jein.sgga ‘ i ketentuan setisih seb: 15 %
koma lima perseny alau sebesar 3.000,735 suara (dibulatkan
menjadi 3.001 (iga ribu satu) suara), sementara selisih suara antarz
Fetmoion immgan pasangan yang meralh suara terbanysk adalah
sebesar 8,432 suara (79.210- 70.778) sebagaimana {2bel di bawah
i
Nomaor asa Darolehan Kt |
CUrut | Cal . Suara )

1. H. Halikinnor, | | |
[ SH., M M. 79210 8.432 suara ' Ambang
~dan atl, | L ATAY Batas
- 5.Pd | Co421% 1.5 %
§ 1 - {empat ATAU
- ~ komadua . 3.601 suara
2. Sanidin, | saty |
' S.Ag. dan | 70.778 | persen}
Siyono, |
5. 508 {
| !
4. Bahwa dan {2y UU
P“:’l"nmn L thernur, E i N

‘Perselisihan hasil | »‘:,"?!l‘fki“ meru,r};-f.io:an persedisiharn antara
KPP Provinsi dan/aiaus KPU Kabupaten/Kola dan pessaria
Pemilihan  mengenal penefapan perolehan suara hasil
Pemilihan” (ayat {1}
“Perselisihan ;IF’MEUJ an  peralehan suara  hasil F’emff.i!':cm
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalab
penetapan perolehan sudara yang sighifikan dan
mempengaruhi penetapan calon terpilih” {avat (2)

-

5. Bahwa seharusnya Pemohon berkewajiban mendalilkan selisih

perolehan suara anlara Pemohon ssbesar 8.432 suara alat
setidak-tidaknya sebesar 3.601 suara. Namun datam permohonan

fawaban

Ternmohon Komist Pomiithan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perkara
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vang diajukan tidak diketermukan sama sekall mengenal perclehan
suara antara Femchon dengan Termohon, dalil mengenal apakah
ada perubahan suara milik Pemohon atavkah perubahan suara
pasangan nomor urut 1, &;aiﬂrxqqa dapat dipastikan bukll yang

ot

]

disaiikan juga tidak terkait dengan penstapan perolehan suara hasil
pemilinan.

5. Bahwa selain i, pe“iu ditegaskan angka itu di atas maksimal
ambdng batas 1,5 % {satu koma lima persen) atau dalam perkara
i oselara dengan 3.001 suara, sementara selisih suara antara
Eemuhm‘ dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah
8.432 suara. Dengan demikian, dapat dipas fmr: hahwa seluruh

datii-dalil permohonan tidak h:rkari dengan penelapan perolenan
suara dan tidak terkait dengan apakah selisih perolehan suara

tersebut signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih ataukah
tidak,

7. Bahwa mes K.pm demikian, perkenankarn kami tetap memberikan
hantahan dan jawaban mengenai tidak terbuklinya dalil permohonan
yvang Pemohon ajukan dalam uraian daiil-dalil selanjutnys.

5. Bahwa Dalil pemohon tidak benar dan keliry menyatakan adanya
pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masit (TSM), karena diatur
oleh Pasal 3 ayat 1 (salu) dan 2 (dua) dan Pasal 135 A Juncio
Perbawaslu No. § Tahun 2020.

Dugaan politik uang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
merupakan kewsnangan Bawaslu Rl sebagaimana berdasarkan
Feraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupatl dan
Wakil Bugati, serta Walikota dan Wakil Wah Kola pada ﬁ:am‘ 1
angka 8 {delapan) yang menvaiakan, “Pelanggaran Adminisiras
FPemilihan yvang Teradl Secara Terstruktur, Sistemalis, dan de
yang selanjutnya disebud Pelanggaran Administras: Pemilihan T5M
adalah  pelanggaran administrasi terkaif larangan memberik: n
dan/atau menjanjikan uang alau materi lainnya wniuk memengar
penyelenggars Pemilihan dan/atan Pemilih vang dilakukan oieh
calon dalam Pemilihan.”

Dan Pasal 3 ayat 1 [(satu) yang menyatakan, “Bawasiu Provinsi
berwenang  melakukan  penanganan  Pelanggaran  Administrasi
Pemilihan TSM.”

e

Bahwa secara imitatif wakiu pslaporan pelanggaran administrasi
polilik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sejak
penetapan pasangan calon sampai dengan hari H psmunguian
suara. Jika laporan dilakukan seteiahnya maka akan ditangani
dengan cara pelanggaran administrast pemilihan, sebagaimana
uraian berikut
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Pasal 13 Perbawaslu No. b Tahun 2020, menyebutikan .

(1} Penanganan  Pelanggaran  Administrasi Femiliharr TSM

ditaikukan terhadan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihar
TSM  yany disampaikan  secara langsung  oleh pelapor

ebagatmana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bawaslu
Provinsi.

(2} Laporan  Pelanggaran  Adminisiras Pemitihan T5M
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) disampalican  sejak
fahapan penetapan Peserla Pemiliban sampal dengan hari
pemungiian suara,

(3) Dalam halterdapal laporan Pelanggaran Ad,
TEM sebagaimana dimaksud pada aval (1) yang ds:»uam':ia-mm:‘ g
setelair  hari  pemungutan  suara, Pelanggaran
Administrasi Pemilihan TSM diindakianjuti oleht pengawas
Pemiihan dengan menggunakan mekanisme  penanganan
pelanggaran Pemithan sesuai dengan kefeniusn peraturan
perundang-undangarn.

;
i

Pemiihan

4. RBahwa dihalaman 47, pertama, dalarmm  permohonan
Pemohon  menyatakan adanya laporan ke Bawasluy Provins
Kalimartan  Tengah, melalut formulr TSM.EBW-1,  Laporan
Felanggaran Administrasi fﬁamlhhzan TS, sebaga ,“n\na Tnnd'—a
Bukn Penyampaian Laporan Nomaor 06/PL/PB/Frov/21 G0/X0, 2024

angagal 4 Desember 2024

%.

—

~

Dimana pemungutan suara pada pemiihan kepala  daers

Kotawaringin Timur ra serentak dilakukan p: 27
November 2024, sementara Permohonan dm]ukﬂrw pzzja am,a;m D4

L
Desember 2024 atau 7 han setelah lenggang lewal waktu. Untuk itu,
Laporan Pemohon dapat dikatakan telan lewat wakiu, Penjelasan
ecara detall kiranya dapat disampaikan oleh Bawasiu Kotawaringin
iy,

LA

10. Bahwa %idak henar dalil Pemohon vang menyatakan bahwa dengan
didiskualifikasinya  Pasangan  Calon Bupali ()‘di’é Wealkil  Bupati
‘Q‘_)fﬁ‘/"?*ﬁ’g‘ll Tirnie gan Nomor Urut 1 atas nama M Halikinoor,
S H. MM dan lrawati, 5.Pd., maka perolehan svara dalam
Pemilihan Bupati dan Wald Bupati Kabupaten Kﬂ:: waringtn Tinir
Fatiun 2024 yang dietapkan  Termohon psnya  menfjadi
schagal borikul

No. Nama Pasangan Calon I Perolehan |
Urut ~ suara |
1. H. Halikinnor, 5.H.. M.IA dan :mmdu S P, Dibatalkan/

O{Ju o
Ait uaﬂ

demdm 5. ’\u ddii ww M
C Muhammad Rudini u.jw\.ﬂz‘

W T
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| | Totai Suara Sah 120.839 |
Dalil P\,.mohon tersebut diatas tdak sesuai dan tidak berdasarkan
hukum, karena dengan menthilkan suara mmnq 1 calon maka
sesunggquhnya telan mangkhianati suara rakyat Kotawarmgm Timur
yvang telah memberikan hak suaranya. Dengan demikian permintaan
Pemohan yang meminia diskualifikast tanpa aja pengujian secara
hukum patutlah ditclak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

. Paisal Damarsing. 5P

11. Bahwa tidak benar dalii pemohon yang menyatakan adanya
Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Pemilihan
Calon Bupat. dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang
dalam Permohcnannya menyatakan 'ce=tmqa‘ perikut

KRPU Kabupaten Kolawaringin Timur felal: melal
pemusnahan swal suara sejurdah 103 sural soara sehard
wbeﬂsu’m pencoblosan ... Terdapat selisifi sebanyak 1.791 sural
suara yang tdak ado dalam Serita AACc.nu laporan fE?.‘(;j,leU!dS!
vang dilakukan oleh KPU Kabupalen Kotawaringin Timur .7
(Perbaikan Permohonan him. 15 angka 1)

seharusnya sural stuara yang dfnwmaf"sk;zm aleir KPU
Kabupaten Kni*mt""im;m Tf'n'rur sehanyak 1.894 {(103+1.791)
surat suara ... Sehingga 1. 797 surat suara f;a;:)af disalahgunakarn

oleh Penyx,!mwwm L‘eru‘m': " {Perbaikan Permohonan him.

15 angka 2)

Fichan

Uimana sesungguhnya Pemohon telah keliru dalam memahami apa
yang dimaksud dengan “swral suara  sesusi DPTT dan Usuwral
cadangan dan "surat suara untuk pernungutan suara ultang”. Oleh
karena itu, Termohon akan menjelaskan mengenai prosedur sesual
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta vang
sebenarnya terjadi, vaitu

- Bahwa dalam Fasal 80 UU Pemilihan Gubernur, Bupatl dan
Walikota mengatur soal surat suara seusat DFPT, ditammbah (2.5
%, kemudian surat suara sebanyak Z.000 yvang ditetapkan untuk
pemungutan  suara ulang yang diberikan  tanda  khusus,
sebagaimana berbuny berikut ini
I Jumiah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah

Pmn'nlih tetap ditambah dengan 2.5% {dua setengan
persen) darn jumlah Pemilih tetap sptr jal cadangan, yang
c‘iehpkm dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Knta.

ii. selain menetapkan pencetlakan sural suara sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota menetapkan hesarnya jumiah surat suara
untuk peiaksanaan pemungutan suara ulang.

i Jurniah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebanyak 2.000 ({dua ribu) surat suara untuk
pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.
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Bahwa jumilah Suratl Sua;‘ yang dicetak adalah sesuat dengan
Jurmiah DPT + Cadangan 2,5 % di hap TPS sehingga Jumlah
Surat Suara yang d;cc,um adalah 318.028 lembar. (2,5 persen
dari DPT yang ada di tiap TRPS), sebagaimana Surat Keputusan
KPU Kotawaringin Timur Nomor 848 Tahun 2024, tentang
Jumiah Kebutuharn Surat Suara Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur Kalimantan Tenhgah serta Bupatt dan Wakil Bupati
Kotawaringin Timur Twun 2024, tanggal 23 September 2024,
{vide Bukti T-6), dengan rincian sebagai berikut -

No. Keterangan Jumiah

| I o UL

1. Jumiah surat suara + 2.5 % {dua 318, 028 :
. setengah persen) |

2. Jumlah surat suars  untuk  2.000 |
__pemungutan suara ulang (PSU) |

Bahwa berdasarkan tabsl diatas, KPU Kabupaten Kotawaringin
Timur Juga mencetak Surat ouara untuk Pemungutan Suara
Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2024 adalah sebanyak 2.090 lembar

- Bahwa total Surat Suara vang dicetak adalah sejumiah 320.028
lempar dengan rincian .
a.  Surat Suara untuk Pemungutan Suara sejumlan S18.028

lembar:
b, Surat ‘%uara Pemungutan Suara Ulang (PSU} 2000
lemba

Bahwa Pemnhon keliru dalam memahami seal jumiah dan
peruntukan surat suar. Dimana Pemohon menye b ulkan jumlah
surat suara DPT + 25% sebanyak 320.028 surat suara
Padahal, sebanyak 2. DU‘G sural suara adalah suratl suara yang
dicadangkan apabila terjadi PSU vang disimpan di gudang KPU,
Surat suara untuk PS8U tersebut diberi labs!l bertuliskan
Pemungutan Suara Ulang, dan tidak bisa digunakan untuk
pemungutan suara dalam kondisi normal.

Bahwa tidak benar surat suara yang dimusnahkan ilu sebesat
103 surat suara melainkan hanya 33 surat suara untuk pemilihan
Bupat: dan Wakil Bupati, sedangkan 70 surat suara aca!ah untuk
pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantian Tengah,
sehingga Pemohon dapat dipastikan keliru memahami data yang
ada, sebagaimana Derita Acara KPU Kcsbupmeﬂ Kotawaringin
Timur Nomor 190/P.09 5-BA/6206/2024 tentang Pemusnahan
Kelebihan Surat Suara  Pemilihan Tahun 2044 di KU
Kotawaringin Timur {vide Bukti T-7).

Bahwa dapat dipastikan yang dimaksud sural suara sebesar
2.000 surat suara, adalan surat suara khusus untuk pemungutan
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suara  ulang ya*‘n;} tersimpan di Gudang KPU Kabupaten
Kotawaringin Timur yang penyimpannya di tempal vang berbeda
dengan surat suara untuk Kebuivhan pemungutan suara pada
tariggal 27 Novermiper 2024 . (vide Bukti T-8}

Berdasarkan uraian diatas, dalii Pemohon tersebi,;?:d' atas mengenai
sural  suara 1.791 suara yang dapal digunakan @ untuk

menguniungkan salah satu calon sama sekali tidak terbukt karena
it jumlahnya 2,000 surat suara yang  diperuntukkan  untuk
T!”lUI]QLﬂa!'! scara ulang. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak

orkall dengan perscalan parselisihan guara. sehingga patut dan
rialagau hukum agar Mahkamah menolak permohe onan pemohon
atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterirma,

"'T.I'i

S
[

. Bahwa tidak benar dali pemohon yang menyaiakan adanya
Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tirnur Tahun 2024 yang
dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut

terjadi  permasalahan  terkait DPTb  (Daftar  Pemilil
Tambahan). Pemilih yang ferdafiar dalam DFT dan tidak dapat
menggunakan hak nmm, a di tempat terdaftar i dalam DPT
Pemitihan Calon Bupati darn Calon Wakil Bupali Kolawsaringin
Timur Tahun 2024, ::}/u,.zrah 967 FPemify 7 (Perbaikan
Permohonar him. 16 anagka 3)
‘Bahwa pada DPTh (Dafiar Pemilih Tambahan) Pemilih yang
terdaftar dalam GPT aan fidak dapat menggunakan hak pilibnya
benumiah 967 Pemil "{Perbaikan Permohonan blm. 18 ang kd
43

Limana sesungguhf‘sya Femchon kefiru dalam memahami scal
tersebut, dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa dalil dan tuduhan yang tidak memiliki dasar. karera
pemilin pindahan sebelumnya telah melakukan pangurusan
pitidah memiiih, {1 n dierikan surat keterangan pindah memiih,
yang pengurusannya pada PPS, PPK, maupun KPU kabupaten
maksimal H-7 pemungutan suara.

Bahwa wajar dan pantas jika ada perbedaan antara pemilih
pindahan dalam untuk pemilihan Bupat dan Wall Bupati dengan
pemilih pindahan untuk Gubernur,

Berikut Perbandingan Pemilih Pindahan FPada Pemilihan Bupat
darn Wakil Bupati Kdtawanngin Timur dan P err‘ﬂhhan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. {vide Bukti 7-5 dan
vide Bukti T-9)
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Tabel Perbandingan Pemilihan Pindahan Berdasarkan
Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota
dan Modef D. HASIL KABKO-KWK Gubernur

Me:)dei D.Hasii ~ Jumlah Pemilih Pindahan
Pemilihan Bupati dan Wakil ‘ 8567 |
F) upati Kotawaringin Timgr | |

' Pemilihan Gubernur dan Wakil - 1.066 :

Gubernur Kalimantan Tengah |

Berdasarkan {acle diatas dapat dipahami 49687
yang terdaftar dalam DPT dan ber KTP-E Ky
yang melakukan pindah memilih (haik aniar iz
maupz_m s"mhr Kﬂ{ amatan dalam satu Kabup ; aten), sementara 1tu

6 — 987) yang ber K >-E! Non Kabtupateh
3 au diluar Kotawaring Tmzu“ tetapi masih
dalam satu Provinsi Kalimantan Tengah ya.v‘g melakukan pindah
memilih.  Karena sebagaimana diketahui  pemilih  yang
melakukan pindah memilih antar Kabupatenr hanya dapat
memilibh Calon Gubemur dan Wakil Gubernur tetapl tidak dapat
memilih Bupati dan Wakil Bupatl, sebagaimana Pasal 20 ayat (3}
hurut a dan b PKPU No. 17 Tahun 2024, berikut ini
(3} Ketua KP# ikarn Sural Suara kepada Pemibh
Pindahan yvang menggunakan hak pilthniya of TRPS. melipuli;
@, Surat Suara pernd

tihan gubernur dan wakil guberriir jika
pindah memilih ke kffﬁupd!eﬁ kota tain daiam satu p
alau

membe

FOVISE
b, Swrat Suara peniilthan gubernur dan wakil gubernur serta
Surat Suara pernilifian bupati dan wakil bupali atau walikota
dan wakil walikola jika pindah memilih ke kecamealan lain
dalam satu kahupaten/kota

Bahwa terhadap pemilih pindahan itu, di TPS yvang ada pemilih
pindanannya, ada daftar hadir yang sudah tercelak hy name.
Selain itu juga ada keterangan pemilin tersebul mendapatkan
nerana jenis surat suara pemilihan, tergantung dari asal pemibih
terdaftar dalarm DPTnya.  Dimana man  dattar pemibh
pindahan fersechbut yang sudah bersi by name pemiiithh pindahan
juga diberikan kepada saksi di TPS dan pengawas TPS untuk
dilakukan pengecekan ternadap kehadiran pemitih pindahan.

Sehingga dalil-¢ ﬂh! P’emuhon yang menyatakan pengguna hak
pilih pada pemilihan calon bupatl dan wakil bupati febih banyak
dari pemilihan c,.gx!_:%:= gubernur dan waki!l gubermur adalah dalil
yang tidak berdasarkan hukum.

Selain itu, Pemohon tidak bisa menunjukkan berapa banyak
pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya lebih dan
sekal, dan mendapaikan surat suara lidax sesual ketentuan.
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Dimana teriadinya pengguria hak piih pemilihan calon bupati
dan wakil bupati yang lebih besar daripada pemilthan calon
qubernur dan wakil qubernur, dan di TPS mana saia terjadi hal-
hal yang ditudubkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, daiil Pemaohon mengenai pemilinan iebih
dari sekall karena adanya perbedaan suara gubernur dan bupat;
sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak
terkalt dengan perscalan perselisinan suara, sehingga patut dan
beralasan hukum agar Mahkaman menclak permoehonan pemation
atau setidak-ticaknya menyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa tidak benair dalii Penichon yang menyatakan, “adanya
mohifisasi pemiiihan dengan dalil adanya DOPK (daftar pemilih
khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi b

n

dim terdaftar
dalam OPT dan DPTh bheriumlah 2.142°, karena sesungguhnya
Pemohon keliru memahami soal tersebut, dengan dasar sebagai
berikut. (Perbaikan Permohonan him. 17, angka 5}

Bahwa data 2142 Daftar Pemilih Tambahan (DPK} yang
memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam
DPT  merupakan hasit rekapitulasi secara  herjenjang  di
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana di D). Hasil KABKO-
KWK-Bupati Kabupaien Kotawaringin Timur .

Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan  dan
penghitunigan scara, pemilih tambahan sudah melalul prosedur
dengan memperlihatkan KTP-el atau biodata kependudukarn
setempat/yang berdomisili di wilayah RT/RW TPS setempat.

Bahwa peisksanaan pemungutan dan penghiiungan svara di
TPS dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi serta
pengawas 1 PS5, yang mana apabila tidak sesusai ketentuan maka
pengawas TPS dan saksi secara langsung menyampaikan

masukan dan keperatan terhadap pelanggaran prosedur di TPS.

Berdasarkan uraian diatas, dall Pemohon mengenal adariya
mohilisasi pemilih sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut
sama sekali tikak ferkait dengan persoalan perselisinan suara,
sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak
permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak
dapat diterima.

14, Bahwa tidak benar dalil Pemchon vang menyatakan, "adanya
10.527 surat suara tidak sah yang dipergunakan untuk kepentingan
salon terfenty, dimana menunlt Pemohon sehagian dan sural suara
fersebut adalah milik pemohaon”, Karena sesungguhrniva Pemohon
xeliru memahami surat suvara tidak sah tersebutl, dengan dasar

4

sebagai berkut: (Parbaikan Permohonan him. 17 angka 6
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- Bahwa Pada molf:sk<‘ar'1aaz“* pemungutan dan  penghitungan
suara, ketentuan terhadap sural suara sah, surat suara tidak
sah, dan/atau surat suara rusak sudah diatur sebagaimana
Paraturan KPU, Pademan Teknis, dan Buku Panduan KPFS
Dimana KPPS telah menyosialisasikan tata cara pencoblosan
senelum pelaksanaan pemunguian suara dilaksanakan.

Bahwa berkenaah dengan perlakuan Pemiiih terhadap Surat
Suara, di bilik suara, menjadi kewenangan penun Pemilih,

Bahwa pada saatl pengmtunaan peralenan hasii, KPPS dalam
pembacaan hasii coblos Pemilih, dilaks aixzhﬁ‘z secara terbuka
dan disaksikan oleh para saksi yang hadir di TP5. Pengawas
TRS, dan Masyarakat Umum.

Bahwa pada tingkat kecamatan surat suara i
dicantumkan dalam proses rekapitulasi.

dak sah tu juga

Bahwa tidak benar tuduhan Pemchon terhadap Termohon,
perkenaan dengan gagalnya “ermohon untuk
menyosialisasikan kepada masyarakat dan dugaan
penyalahgunaan oieh Termohon, terhadap Sural Suara vang
digunakan.

Bahwa selain itu tidak terpbukti menurut hukum apakah surat
suara ttmk sah  untuk  menguniungkan  atau rrw"‘w;;ifh::gm
pasangan caton tertenty, termasuk tidak terbukli milik Pemohos
atau tidsk, karera telah di uji berkali-kali daiam setiap tahap
proses penghitungan dan rekapitulasi.

Berdasarkan uraian diatas, dall Pemohon mengenal sural suara
yvang tidak sah adalah surat suara pemohon sama sekali tidak
terbuktil. Selain itu hal tersebut sama sekall tidak terkail dengan
persoalan perselisinan suara, sehingga patul dan beralasan hukum
agar Mahkaman menolak permohonan pemchon atau setidak-
tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

15, Bahwa tidar benar dali Permjhﬁn vang menyatakan, "Proses
Rekapitulasi vang ditakukan oleh Termohan Tidak sesual Prosedur’
dengan dasar sebagai berikut ;| \F’ubaikaﬁ Permohonan him. 18 dan

14, angka 7 buruf & dan k)

Bahwa tidak berar dall : FPemohon vang pada pokoknya
menyampaikan  Proses  Rekapitulast vang  dilakukan  oleh
Termohon Tigak sesual Prosedur adaiah dalil vang sama sekall
tidak berdasar. Pemohon fidak bisa juga menjelaskan secara

detall prosedur mana yang dilanggar cleh Termohon.

Bahwa untuk proses pemungutan darn penchitungan suara di
TPS, setiap pemilih/pengguna hak pilih baik pemilih dalam DPT,
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pemilih pindahan maupun prwn dlih tambahan yang nadir dan
menggunakan hak pilin mya e efah dilihat dan dicermalti oleh saksi
dan pengawas 41 TRSE. Saksi dan Pengawas TRPS juga
memegang salinan daftar hadir. Tidak ada saksi atau pengawas
pada satu TRPS pun yang menyampa ikan kKeberatan mengensi
pemilih/pengguna hak pilin, Saksi di TPS juga msnandatangani
Formulir Model €. Hasil-KWK. Tidak acda pula keberatan
terhadap prosedur dari Pengawas THS.

Bahwa secara tegas Termohon mambaniah dalbt Pemohon yang
menyatakan proses rekapitulast yang dilakukan Termohon tidak
sesual prosedur. Rekapituias! yang didakukan oleh PPK di
seluruh kecamatarn maupun oleh Termohon di tingkat kabupaten
telahy  sesuai dengan prosadur dan  ketentuan peraturan
peruncang-undangan, khusushya vang mengatur  tentang
rekapitulasi penghitungan suara (PKPU Nomor 18 Tahun 2024
tentang Rekapitulasi Hasit Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasii Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota),

Bahwa pada saatl rekapitulasi Termohon memiiiki data backup
yaitu nasi! pindai bf‘*rupa h 'fv%il f-fsh, yallu untuk daftar hadwr dan
C-Hasil. Pengecekan daftar hadir dilakukan dari sana.

Adanya perbaikan yang dilakukan pada tahapan rekapituiasi,
baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten adalah perbaikan
pada pengisian  data  administrasi, tidak ada perubahan
perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa PPK maupun KPU kabupaten dapat melakukan
pembetulan apabiia terdapat kekeliruan atau perbedaan dalam
pengisian data dengan formulir salinan. Daiam hal perbedaan
data tersebut berupa perpedaan perolehan jumiah suara yang
tidak dapat diselesaikan, barulah PPK melakukan penghitungan
suara ulang.

Bahwa selama proses rekapitulasi baik dan Tingkat Kecamatan
sampal Kahupaten tidak terdapat saran dan perbaikan ataupun
rekomendast  dar Pengawas  Kecamatan atau  Bawaslu
Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait dengan  prosedur
rekapituiasi

Berdasarkan uraian diztas, dalil Pemohon mengenai adanya
rekayasa sama sekaii tidak terbukti. Selam itu hal tersebut sama

sekall tidak terkait dengan persealan perselisinan suara, sehingga
,umut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan

vemchon atau setidak-lidaknya menyatakan tdak dapat diterima
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16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatak “perbaikan
dan pencocokan harus -::“eﬂgan cara membuka Kolak suara,
i'mgqha !Qi;ddi PPA */fmhru @ Baru Kefape gganti dengan
melakiik ] 1 12 menjadi
8 suara”, kamm sesungout ﬂ‘m m’wui‘nn ke..m mahami soal
penggantian t \_ﬁegiu mqan dasar sebagal berikut | (Perbaikan
Fermohonan him. 18, 19 angka 7 huruf ¢, d. dan e}

[y

1) Perkenankan Termohon n'm.r‘;_;eiasiwaﬁ ada sedikit perbedaan
istilah antara rezim hukum pemilu { p“r i legisiatil} dengan
oemilihan kepala daerah yaitu soal istilah DPTo (daftar pemilih
tambahan). DPK (daftar pamilh k‘r;us&._if;j dan daftar pemilih
tambahan, sebagaimana uraian berikut ¢

No. = Status Pemilih | Istilah Rezim Istilah
| Pemilu . Rezim
: L ~ Pilkada

1. | Pindah Pemilih |
| (tidak tfg daftar - Daftar Pemilih ~ Daftar
| dalam DPT, tapi Tambahan Pemilih
- mengajukan pindah | (DPTh) Pindahan
- 3 memilihg ) - ‘
2, Berdasarkan  KTP
(idak ada dalam | 1
| DPT, tapi . Daftar Pemilih | Daftar
| bertermpat tinggal di | Khusus . Pemilih

TPS ity atay ! P Tambahan
| Cwilayah i) ‘

2) Jadi ada perbedaan pemahaman antara pamiiih pindahan yang
menggantl istilah dari pemibh tambahan menjadi pindahan, sementara
LN lM pemilin khusus menjadi pemilih tambahan.

sahwa mengenal hal yang didaliikan Pemohon pada aman 18
sampal dengan 19 poin 7, bukanlah pada perolehan maupun jumlah
suara sah pasangan caion. Tida ka. 3 selisii atau perbedaan paroiehan
hasl suara s'naw*q—mawnq p asa \3"—11 calon antara C. Hasil-KWK
dengan C. Hasil Salinan-KWiKy ada pada saksi maupun pengawas
kecamatan

fl
1'
|

;
i

4}  Pemchon telah salah dalam mendalitkan, dimana menurut Pemohon
yang ditakukan perbaikan pada TPS 6 Kelurahan SJ‘«N:‘»;%WW adalah
pengurangan {jumiah) DPTh pada C Hasil-KWK berbentuk plano, yang
awainya 12 menjadi 5. Padahal yang benarmvya adaian dilakukan
koveksi atau perbaikan C.Hasil- Kf\fiﬂ pada bagian suara tidak sah dari
12 menjadi 9.

- .

5y Saat rekapitulast di Kecamatan Mentawa Baru Keta perbaikan

1o dilakukan karsna terjadinya kekelivuan tally pada bagian suara

Namor - 166/PHPU.BUP.XXIN/ 2025 yvang dimahonkan oleh Pas
dan Sivoneo, 8.80s Tehun 2024 Nomor

1 Jawaban Termohon Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Kotawarinigin Tsmurn alam perkara
angan Calon Sanidin, 8.Ag.




8) Proses perbﬂikm‘! pada C. Hasil-KWHK {vide Bukti T-10} melalul coret
paral yang dilakukan oleh PPS Kelurghan Sawahan dan j g aks*,
Prosesnya langsung dihadapan saksi masing-masing pasangan calon
dan pengawas kecamatan, we.t 2 ufwbakau bersama oleh m,g'nua saksi
pasangan calon dan Pengaws ecamatan yang hadir ;:‘saja saat itu.
Dengan data pengguna hak ﬁmi sejumlah 267 pemilih  Terdin dar

Pemilin DPT sejumiah 264 Pemilih dan Pemilih Tambahan sejumlah 3
E~-ez':'1:!m. Dengan suara sah sejumiah 258 danp suara tidak sah sgjumiah

7y Proses perbaikan tersebut dilakukan dengan coret paraf PP dan juga
saksi. Serta telah disepakati bersama oleh semua saksi dan pengawas
k...,c:dmaxan vang hadir. Perbaikan e tidak sampal rm_,ngaciu.lmrs

;’i@rzqhm,irmmw siiara ulang dengan membuka kotak suara Sebab
perpaikan itu bukaniah perbedaan perolehan jumiah suara yang tidak
dapat diseiesaikan, sebagaimana dimaksudkan oleh PRPU tentang
rekapitulasi hasil pengitungan suara yang menyebabkan perlunya
penghitungan suara ulang.

L‘m.th selama rapat plenc rekapituiasi di tingkat Kecamatan maupun

kabupaten Pemobion tidak ads menyampaikan keberatan mengenai
:msifsih hasil penghitungan suara pasangan calon. Tidak ada pula
keberatan yang didukung dengan bukti-bukll. Sehingga sangallah
ke apabila kemudian Pemohen menyatakan Keberatannya tidak
diterima oleh pimpinan rapat pleno di tingkat Kecamatan maupun
kabupaten. Inierupsi/keberatan yang disampaikan si Pemohon
bukan pada selisih hasil penghitungan perolehan DASANYAn
calon, dan tidak pula didukung dengan bukli.

o

L

« Tabel TPS 006 Sawahan

TPS H. Sanidin, . Muhammad | Saksi Hadir |
Halikinnor, 5.Ag. | Rudini CdanTTD C
SH, MM dan Darwan Ali Hasil

| dan - Siyono, dan

! Irawati, . 5.Sos. - Paisal |

skd. | Damarsing |
006 106 120 32 Aisyah

 Sawahan ; (saksi 1)

§ 1 : Slamet

| | {saksi 2)

i  Mathuir

‘ - (saksi 3)

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perkara
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genar adanva

Berdasarkan uraian diatas, dalit Pemohon mer
rekayasa sama sekali tidak terbukti. Selain itu srsabul sama
sekali lidak terkait dengan persoalan pe sihan  suara,
ga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak
nermohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak
dapat diterima.

senin

17 Bahwa tidak benar dall Pemochon yang menyatakan, "KPU

Kabupaten Kotawaringin Timur sengaja tidsk menyerankan
perbalkan [.Hasi! é\"umf’deuﬁ yang sudah dilakukan coret paraf
oleh PPK. dan dinaraf oleh saksi pada saal pleno di tingkat
kabupater” dengan dasar . (Perbaikan Permohonan him. 20
huruf a)

Bahwa KPU kabupaien tidak ada kew yerahkan
Salinan .Hasi kecamatan kepada sakst maupun pengawas.
Kewajiban KPU Kabupaten adalalh menyerahkan salinan D.Hasl!
Kabupaten hasil rekapitulas! tingkat kabupaten kepada saksi
tingkal kabupalen dan Bawaslu kabupaten. bukan D.Hasil
Salinan Kecamatan.

’335"1‘31” men

i)ahW'i proses perbaikan yang dilakukan olen PPK pada saat

skapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan secara terbuka dan
érahf‘pa ran dengan disaksikan oleh saks: pasangan calon dan
Bawasiu kabupaten.

KPU kabupaten telah menyerabkan D.Hasii Sali
kepada saksi p.,.f%qan calon dan Bawaslu yang
sudah memuat hasi perbakan. {vide Bukti T-11)

Berdasarkan uraian diatas,  dall  Pemchon  mengenal  tidak
diserahkannya perbaikan sama sekali tidak terbukti. Selain m. hal
tersebut sama sekali tidak terkalt dengan g:uerg’zaic. 2lisihan
suara, sehingga patut dan beralasan huxunmw r Mahkas
permohonan pemonon atau sel

Hak-tidaknya menyat: ﬂmu tidak dapat

18. F fﬁwm tidak bendr dalil Pemghon yang menyatakan, “PPK

“ q yang mana DPTb dari awainya 156 memjadi
34 ﬁ:iaf"; DF‘K vang awainya be numi:ﬂ; 358 menjadi 387", dengan
dasar: (Perbaikan Permohonan him. 20 huruf b)

Pada Saat Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupat
dan Wakil Bupal KQ&.Wdhi]Q;n Timur untuk  Kecamalan
Baamang, diterangkan bahwa Jumlah Pengguna Hak Piiih
pada D.Hasil-Kecamatan  Bupat/Walikola  Kecamatan
Baamang lerdapal perbaikan vyang dikelahut  sstelab
dilaksanakannya Rapat  Pleno  Terbuka Rekapiiulas
Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Baamang.
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- Kekeliruan Data dari KPPS, diketahui dari data pindalan yang
dimiliki oleh PRK yang diki im oleh KPPS masin ng-masing TPS,
yang selanjutnya ddlu pwu an dimaksud dikonfirmasi Kepada
KPPS dan PP sebelum  Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Peml shan Suara Tingkat Kabupaten untuk
Pemilihan Bupal dan W femi Bupati Kotawaringin Timur untuk
Kecamatan dertwgzngj.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara T< k Kabupaten untuk Pemilinan Bupati dan Wakil
Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang PPK
Baamang membacakan D.Hasil Kecamatan Bupat/Walikota
terlebih dahulu, seianjuinya membacakan hasil perbaikan
bessrta dengan data dukung, dengan data sebagai berikul:

‘ - Jenis Pemilih Data Awal - Hasil Perbaikan

pPT | 32748 32749
Pindahan 156 134

| Tambah: ’m 7”_353 38t
Pengguna Hak Pilih DPT Sejumiah 32.749
Pengguna Hak Pilih Pindahan Sejumlah 156
Pengguna Hak Pilih Tambahan Sejumiah 359

Setelah dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih
sebagal berikut :

Pengguna Hak Pilih DPT Sejumlah 32.749
Pengguna Hak Pilih Pindahan Sejumiah 134
Pengguna Hak Piiih Tambahan Sejumlah 381

{vide Bukti T-12)

Adapun perbaikan lersebut dikarenakan ada Kekeliruan
penulisan Administrasi oleh KPPS di TPS 001 Kelurahan
Tanah Mas, TPS 002 Kelurahan Baamang Hilir, dan TPS 002
Baamang Tengah. Dengan data sebagal b berikut:

Saksi Hadir

No | TPS Jenis Data | Hasil dan TTD C
i Pemilih Awal  Perbaikan Hasil
| : . 5 <
1. 001 Pindahan 7 0 Erik Estrada
' Kelurahan Tambzhan | D 7 o
{ Tanah Mas ; | ! Santo {02)
| | i Ranianti
e : N - Wanita (02)
2. 002 F’m(‘mmn 13 0 Marita
| Kelurahan Tambahan 0 13 Anggraini ((1)
" Baamang ‘ ; 3 Tri Achiani 02)
- Hilir | | M. Riyadi (33)
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3 002 (2 {0 Rudianur {2)

! ! e T, T T o A o e - s

; | Baamang P Tambahan ] L2 Ahmad Hoki
engah ; | ‘ St (2)

) o e o ) Manmama,p l;
Jumiah L2

e
A%

Sehingga DPTh yang awalnya 158 seteigh  dilakukan
perbatkan (dikurangt 22) menjadi 134 dan DFK yang awainya
perjumlah 359 setelah ailakukan perbaikan {ditambah 22}
menjadi 381, (wde Bukti T-13, vide Bukti T-14 vise Bukli

T-15)

Adapun perolehan suara pasangan calon sebagai berikut .

m-.g i
o
w

- H. Halikinnor, 1 Sanidin, | Muhammad | Saksi Hadir |
S5.H,. MM~ SAg Rudini - danTTDC
dan : dan  Darwan Ali Hasii !

| frawati, . Siyono, dan 3 3
1 | a5.Pd, © 5.50s. ; Paisal |
| | ! . Damarsing,
| | . SP. ‘ |
et 150 Coq9s 6% |
| Kelurahan | } f | Esfrada

‘ T:}ﬂé. ! ! ‘. : i ;
- Mas ! ! I Paston 1) |

St
i

| | 5 ‘ ..;;{ﬂ' o

: ‘ \ : Jdk:‘?l 1
i o o o Paslon 3 B
151 | 186 | 4G Mdti* i

! J ‘ ; IM. :m,w
: ‘ | (Saksi |
B o e o Paslon 3)
002 f 207 120 | 60 Rudianur |
 Baamang : 1‘ [ (2]

engah | ? ‘ . Akmad

1 P Hoki

; | ‘ | | S (23
| ‘ - Masimunah
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Bahwa perbaikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur,
dengan pembuklian yang disampaikan dan diketahui oleh
seluruh Saksi Pasanganh Caloh Bupal: dan Wakil Bupati
Kotawaringin Tirmur Nomor Urut 1, Nomuor Urut 2 dan Nomor
Urut 3 serta Bawasiu Kabupa?w} Kotawaringin - Timur
didampingt  dengan  perwakilan  Panwascam  Saamang.
Bahwa hasil dart perbaikan yang dnakukan tidak mengurang!
hasii perolehan suara seluruh pasangan calon. Setelah
ditakukan pwrbaik%h ditanyakan «Pr Wail kepada Seluruh
Sarsi Pasangan Caion F»upai”i dan Wakil Bupau Kotawaringin
Tirnur dan Bawaslu Kabupaten K td varingin Timur apakah
terdapat keberatan terhadap perbaikan vyang dilakukan.
Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupat
Kotawaringin Timur dan Bawasiu Kabupaten iﬁ’rﬁ‘:u-vz-‘iringin
Timur menyatakan menerima parbaikan yang dilakukan.

Setelah dilakukan perbalkan, PPK Baamang meminta paraf
dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakit Bupat
Kotawatingin Timur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomaor
Lirut 3 yang diketahut oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin
Timur. Selain Saksi Pasangan Cailon Bupati dan Wakil Bupati
Kotawaringin Timur Nomor Urut 20 membubuhkan paraf
terhadap perbaikan  yang telah  diakukan di OHasi
Keecamatan Bupatiitalikota Kecamatan Baamang.
Data Pengguna | Pili vang  dicatat pada D Hasi
Kabupaten/Kota Bupali/W alikota untuk Kecamatan Baa mang
diambil dari D.Has! Kecamatan BupalifWalkota Baamang
y'anq telah dilakukan perbakan dan diparal oleh Saksi
asangan Calon Bupat dan Walkil Bupati Kotawaringin
Timur.

Berdasarkan uraian diatas, dall Pemchon yang menyatakan adanya
perubahan suara meiainkan perbaikan daia. Selam ity hal tersebut
sama sekall tdak ‘ferkait dengan perscalan perselisihan suars,

sehingga patul dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak
permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat
ditenma.,

9. Rahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, “adanva
19. Rahwa tidak benar dalil P h yang wataka Jan

pengquna hak pilih bugat lebth tinggi dan pemiith Gubernur pada T
{ ‘f Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga’. deng dasar

bagai berkut. (Perbaikan Permohonan him. 20 turuf &)

Tuduhan Pemohon pada poin ¢ halaman 20 vang menyatakan
bahwa adanya indikasi dugaan pengguna hak pilih Bupat! {ebih
tinggl dibandingkan pengguna hak pilih,di TRPS 01 desa Luwuk

™

Sunter Kecamatan Cempaga radalcm tidak benar,
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. Adanun penyandingan C.Hasil TPS 001 Desa Luwuk Bunter
Kecamatan Cempaaa Ur ux Pemilihan Bupal dan Wakil Bupati
J‘eangan Pemitihar Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai
berikut: {vide Bukti T-15, vide Bukti T-16)
| Data . Jenis Pemiishan - DHasit | D.Hasil
: Pemilihan  Pemilihan Kecamatan Kecamatan

( Pemilih ?W”Bilpatlwﬂ Gubemgr; Bupati | Gubemur |
| mnm; I 0o 0 S

Pindahan ‘

Pemilihan | 10 10 ; 10 10

 Total . 388 388 388 388
®enggun

o

Sehingga dari psnvandingarn tersebut lidak benar pengguna hak

pitin Bupati lebih tingaqi dari Dengg\ma hak pilih Gubernur.

d. Saat pleno di kecamatan PPK tidak menerima iaporan tersebut
dan tidak adanya keberatan dari semua saksi di TPS, termasuk
sakst  pemohon di Tingkal kecamatan, juga tidak  ada
Saran/ pmba;kan dart Pengawas Kecamatan mengenai hal
tersebutl.

= Tidak terdapat kejadian khus uc:/mabma? v saks) poda *«"e:mi Rapat

Pleno Terbuka R kapitulas: Penghitungan Perolehan Suara
Pemilihan  Bupati  dan vdk%i Bupati  ilngkat z'dhi_lDrtt"

Kotawaringin Tm!us untuk Kecamatan Cempaga.
f. Adapun perolehan suara antar Pemohon adalah sebagai berikut -

. TPS | H.Halikinnor, ' Sanidin, = Muhammad = Saksi Hadir
} LS H, MM, S.Ag. Rudini . dan TTD C
: dan ‘ dan - Darwan Ali | Hasil
irawati, | Siyono, | dan ;
S.Pd. - 8.S0s. : Paisal |
| . Damarsing.
: 5.P.

001 1z ” 70  teh TAyU
Luwik | : - Anggita
g Bunter : {1
‘ | : | | Rizky
‘ | ‘ ' Ramadani

,
Z2)

Antastsy

i H t:’ £ }
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Herdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon adanya perbedaan suara
gubernur dan bupatli tidak terpukti menurut hukum. Selain itu hal
tersebut sama sekali tdak terkait dengan perso: perselisihan
suard, sehingga pas‘.‘i,jt dar beralasan hukum agar Mahkaman menolak
nermohonan pemohon atau setidak-lidaknya menyatakan tidak dapat
diterima.

20. Bahwa mengenal sanksl Anggota PPS yang ikut deklarasi dukung
terhadap pasangan calon, dapat disampaikan sebagal berikut:  (him
36 huruf d, angka 3)

a. Bahwa terhadap Anggota PPS Handil Seohor atas nama Heru
Kuswoveo vang diduga melakukan deklarasi dukungan kepada
Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana pada pokok
permohonan halaman & 1 ditakukan proses kKlanfikasi
dan pemeriksaan v:mq selanjutnya dituangkan dalam Berita
Acara Pleno sebagal dasar ditetapkannyas keputusan KPU
Kabupaten Kouav\,‘nngan Timur pada tanggal 6 6 November 2024,
diberikan sanksi Pemberhentian sebagat Anggota PPS
Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. (vide
Bukti T-17)

b, Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian anggota PPS Desa
Handii Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan atas nama Heru
Kuswoyo, selanjutnya KPU Kabupaten Kotawarmgin Timur
melakukan proses Penggantian Antar Waktu (FAW) anggota
PPS Desa Hangil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan atas
nama Saprah. {Vide Bukti T-18)

-t

1. Bahwa dar b dalil utama yang r*slzmnkdn Pemohorn 4. diantaranya
berkenaan dengan hal-hal yang diluar kewenangan dart Termohon
yaitu pada persoalan :

™I

a  Dugaan terjadi pengqunaaan program  Permnerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur auk pemsnangan Pasangan
Caion Bupati dan Wakil Bupati Num’)s Urut 1 atas nama H.
Halikinnor, 3.H., M.M. dan brawat, S. pd

b. Dugaan *erdapaa penggunaaan  fa silitas sebagal  Bupati
rmidwa:x nain Timur oleh Pasangan i;qhm Nomor Urut 1 atas nama

CHalikinnor, S H., MM dan frawall, 5.Pd. untuk pemenangan.

C. uugadn ad:—r-mya penggunaan aparatur daetah dan ASN serta

kepala desa, angogota BPD, Dewan Adal Dayak (DAD) untuk

pemenangan Pasangan Calon Nomor Uril 1 atas nama H.

Halikinnor, S H., MM, dan rawati, 5.Pd.

L‘Jugaan adanva poi"tik uvang/money politic diakukan oleh
asangan Calon Bupati dan Wakil Bupat Kotawaringin Timur

dengan Nomor Urut 1 atas nama M. Halikinnor, 5.H., MM dan

frawatl, S5.Pd. dengan melibatkan/mengikulsertakar

Femerintah Daerah Kotawaringin Timur,

ke
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24, Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 32 s.d 24 terkait dugaan
pendggunaan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kolawaringin Timur
oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu dengan meminta bantuan
pengamanan pada saat acara deklarasi jilid 1f, sehingga menurut
Pemohon dapat dibatalkan proses pencalonannya adalah dalil vang
keliru, karena yang dapat menguji ada tidaknya perbuatan yang
menquntungkan atau merugikan salah satu calon adalah bawasliu
Kabupaten Kotawaringin Timuyr,

[S)
(g

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada haiaman 34 s.d 38,

yaitu dugaan pengerahan pejabat daerah dan kepaia desa, anggota

BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD}Y untuk pemenangan pasangan

calon nemor urut 1, merupakan  kKewenangan dan Bawasiu

Ir‘iahur,u:aten Kr‘tawariﬂgin untuk menarima pengaduan. Sementara
Termohon tidak memiliki kewenangan diwilayah iu.

28. Bahwa dalil Pemohon mengenai politik uang pads halaman 38,
sama sekali tidak ada katannya dengan Termohon dan dugaan
pela nggaran politik vang vang bersifat terstrukdur, sistematis dan
massit dapat diselesalkan oleh Bawaslu FProvinsi sebagaimana
mﬂmmt Fasal 73 ayat (1}, (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Femilihan

subernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3
ay(’i? (1) Peraturan Bawasiu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tala Cara
Penanganan Pelanggaran Administrast Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikata dan Wakil
Walikota Yang Terjadi Secara Terstrukiur Sistematis dan Masif, vang
berounyt:
‘Calon dan/ataw tinn Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan vang atag materi lainnya uniuk mempengaruhi
Femith”. (Pasal 73 ayat (1)
“‘Calon yang terbukli melakukan peiangoaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) herdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyal  kekualan hukum tetap  dikenai sanks
pemmbatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan
perattiran perundang-undangan”. (®asal 73 ayat (1)
‘Pelanggaran adminisirasi Permilihian sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang lerjads
secara terstruktur, sistemalis, dan masif”. (Pasal 135A (1)
‘Bawasiu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus
pelanggaran admmisi;as; Pemilihan sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling tama 14 {empat belas)
hari kerja™ (Pasal 135A (L)
“Peianggaran Adininisirasi Pemilihan vang Tergadi Secara
Terstruktur, Sistematis. dan Masit yvang selanjutnya disebut
FPelanggaran Administrasi Pemiiihan TSM adalah pelanggaran
administrasi terkait larangan memberikan dan/atau imenjanjikan
uang alau mater lainnya untuk memengaruly penyelenqgqara
Pemiihan dan/atav Pomilih yang dilakukan olch caion dalam
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Pemilipary. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Bawasiu Nomor 9 Tahun 2020)

‘Bawasiu Provinsi mnrwmang melakukan pwmngm.um
Pelanggaran Administrasi Pemilifiarne TSM™ (Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Bawasiu Nomor 8 Tahun 2020)

27, Bahwa mengenai terjade pelanggaran yang b@%tma tersuukiur,
sistematis, dan masit yvang f-z}:ar\._,kaﬂ oleh pasangan calon Nomor Urut
1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd sebagaimana
didalitkan oleh Pemohon das;»mz Pe:rmm« mannya peti km i
a. ‘nelanggaran-pelanggaran yang bersifat lerstrukiur, si%“fema!is
dan masif vang dilakukan uw(—*‘r Pasangan Calon Nomor Urit 1
(Perbaikan Permahonan him. 48 angka 7
b " yang bersifat ?fwiw'{;:?<ffé'” Sistematis dan Masif [TS
menggunakan kewenan ”}"i;/J untuk melhatkan : ,
perangkat daerah . "( an Permobonan him. 47 angka 8
¢ U pelanggaran dengan  mehggunakan i
Program Pemernintah Daerah dar Fasililas Jabatan seda Politik
Vang di 11 kecamalan dari 17 Kec an  di Kabupaten
Katawaringin Timur yang arlinya terjadi 85% davi total kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Timur ferjadi pelanggaran secara
terstruktur, sistematis, dan masit.” (Perbalkan FPermohenan him.
48 angka 10)
d. “pelanggaran yang demikian merupakan |
direncanakan, lersusun dengan sat*’:‘;az‘
penalaran yang wajar mehgingal kesan
uang dan  tanggal  kejadian ;,affus’;_g;;ga‘-f
Permaononan him. 48 angka 11
welanggaran  Tersfruktur,  Sistema dan  Masit  fersebin
sangatlah nyata dan jelas ferjadi a‘s?n‘a berdampak secara
menyeluruh terhadap hasil perolehan suara Pemochon oleh
karena iU ;j@!:ﬂ’.vggwmv di alas jelas menunjukkan bahwa
Pasangan Calor Bupati dan Walkil Bupati Kc Han vufm_m Timur
dengan N.J-MO:‘”‘ Urist | yaitu H. Halikinnor, l’:v,. /
%F*’ fi/fﬁfn’(hr(r?(‘ Fe ”maq az Zh| }"?'fan ikTu

M), dengan

il

memanlaatican

—

o

L,

u.} 3
naralue ai;&;u perai zgmf yeralt | {’wi aikan

vang melibatkan
:36 Jhmmn him. 48 angka 12)
f. “Termohon tidak cermat rﬁsﬁz"aéq'uk’f“ tindakan z“m/ot:u med

akukan

pembiaran terjadinys tindakan seperli ferurai di alas yang sifal
tindakannya dapat dikualifikasi sebagai tersfrik \}rnfemum,

dan masit karcha juga melibatkan schagian unsur dah
slemen yang berasal dari :F’;TJOE}(H ’Dﬂmw tahan . ’nrbmk]ﬂ
Permononan hine 48 angka 1

wmsz; terhadap dalii-daill Pemchon v iengenal g w!aﬂgqa anoyang
' at Terstruktur.  Sistematis  dan Mdbr' (TGMY merupakar
kmmgan pwnegnkm“ :ukum terpadu (Gakkumiduy yang terdin

' SHESF jiarn Kejaksaan kemudian pka terbuk
;jaose&; pengadi%am nageri dan tinggl. Sehingga persoalan

3
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tercebut  tidak  terkait dengan  kewenangan  Termohorn untuk

menielaskannya.

28. Bahwa dalil Pemohon mengenal pelanggaran yang bersifal Terstruktur,
Sistematis dan Masif !T‘*M sama sekali tidak ada kaitannya dengan
Termohon dan dugaan pelanggaran yang bersifal  terstrukiur,

sistematis  dan magséf terse b it dapat diselesalkan oleh Bawaslu

Provinsi ésa‘;‘;:bagaiz'rm na amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A

at (1) UL? FPenulihan uut‘-s’smur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1

8 dan Pasal & )y Paraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Tata Cara Pe vanganan Pelanggaran Admi *"fr’r“z_assé Pemilibhan

Gubernur dan Wakil U“fmfnu:r‘ Bupall dan Wakil Bupati serla Wallkola

dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan

Masif, vang berbunyi

“Calon dan/atau Hm Kampanye dilarang mernjanjikan dan/atau
memberikan vang atou mater lainnya uniuk mempengaruhi
Pemilih® (Pasal 73 ayat (1)
“Calon yang lerbukli melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayal {1) herdasarkan putusan ,muuamféu yang
felah mempunyal  kekuatan hukum  tetap  dikenal  sanksi
pembatalan  sebagai calon oleh KP’J Dsrsvffv«‘-s‘ da:‘ K!—'-’U
.‘{abupafsm"i{ofgf c:':‘*"’f dikenal sanksi pid
pemmmnpv wtang- wzquan (Fasal
- lmqgwmn EC mnmi asi Pemilihan wh’

dalam Pas ayat {2} merupakan peiar an yang "F‘f"/q;‘;
secara ters r‘ruhz‘m, s:km"zza*f:ﬁ dar masif’. (Pasal 1354 (1

"Bawaslu Provinsi menerima, memermsa, dan memums
pefang Ja;’at’: administrasi Pemilihan %‘ﬂbagaf nana dimaksud

pada ayat (1) dalam tcf.fr'; 2 waktu paling lama 14 {empat belas)
harl keyja” (Pasal 13bA (2

- “Pelanggaran Adminis ﬁsf Pemilthan yang Teradi Secara
Terstrukiur, Sistemstis, dan Masif vang
Pelanggaran Administrasi Pemidihan TSM a
adrmunistrasi terkalt izrangan memberikan dar/alau menjanjikan
ua:.q atau maten lainnya untuk memengarulii penyslenggara

Pemilinan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon Tox
Pemilinan” {(Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020}
“Bawas:m Provinsi berwenang melakukan  penanganan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM™. (Pasal 3 ayat (1)

%Je aturan Bawaslu Nomor 8§ Tahun 2020)

mrﬁn ;:1 disebut

25 Bahwa secara limitalif waktu uniuk pengajuan permohonan sengkela
T5M ke Bawaslu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan {2}, sebagaimana
berikut:

(1) “Penanganan Pelanggaran  Administr '-3*55 ‘ El "*’Ei‘vf
dilaklkan terhadap laporan F"@!g}f'@ga‘a 1 Agl Permilihar
TS8M  yang disampatkan secara ’-*‘F'?‘}'%H;’H}' oleh  pe ;quﬁ
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provins,

Jawaban Termohon Kormusi Pemitithan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam porkara
Nomor - 166/PHPU.BUP-XXI2025 vang dimahonkan oleh Pasangan Calon Banidin, S.Ag.
dan Sivono, 5.50s Tahun 2024 Nomor Urut 2




istrasi Pemilihan TSM sebagaimana

(2} Laporan Pelanggaran Admi
dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penelapan

Peserta Pemilihan sampal dengan hari pemungutan suara.”

30, Bahwa yang mana berkenaan dengan hal ini patutiah Termohon
sampaikan bahwa Termohon tidak permah mendapatkan rekomendasi
atau putusan terkait apapun baik ity darl Bawaslu Provinsi atau
Bawasiu Kabupaten Ketawaringin Timur dan/atau putusan pengadilan
vang terkait dengan pelanggaran poltik uang atau pelanggaran
administrast pemilihan vang bersifat terstruktur, sistematis dan massif
sehingga sehingga patutiah dalil pemohon ditolak seturuhnya.

ot

(A
i

| Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan termonon dan eksepsi

dalam pokok-pokok bantahan di atas, maka dalil-dalil permohonan
pemohon  adalah tidak benar sehinggas Permochonan Pemohon
narustah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tdak
nkelijk Verkiaard).

dapat ditenima (Me! Onlva
PETITUM

Jerdass ¢ di atas, Termophon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menjaluhkan Putusan sebagalmana berikut:

k. DALAM EKSEPSI

L. Menerima eksepsi Termohon untuk selurunnya;
Z. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon ltidak dapat
diterima (NMiet Onivankelik Verklaard),

. DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap periaku Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Dimur Nomor 1428
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilibi oati dan Wakil
Bupali Ketawaringin Timur h Desember
2024,

r

Menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang benar adalah

sebagaimana berikut

()

Urnirn Kabupaten Rotawaringin Timur dalam perkara
an Calon Saniding, 8.Ag.

awaban Tormohon Komisl Pemilihs
S Nomor - 166/PHPULBUP-XXIN/2025 yang dimohankan oleh Pasang
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No. | Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
Urut
1. | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, 79.210
S.Pd.
2. | Nomor 2
Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. 70.778
3. [ Nomor 3
Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal 50.061
Damarsing, S.P.
Total Suara Sah 200.049

ATAU;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Termohon,

e

Maulana Yusuf Habiby, S.H.

s,

Afrikal, S.H., M.H.

Agustiar Hariri Lubis, S.H., MH. Chairul Akhmad, S.H.
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